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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2010, sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Penerusan 
Pinjaman Tahun Anggaran 2010 yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 
dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran 2011. Bahwa usulan luncuran dituangkan dalam bentuk 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP), sehingga perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai 
Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), Keppres 42 Tahun 2002 (LN 
Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres 72 Tahun 2004 (LN 
Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 207/PMK.05/2008, 
Permenkeu RI 28/PMK.05/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Sisa anggaran dalam DIPA Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2010 yang tidak terserap sampai 
dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran 2011 dan bersifat on 
top. Luncuran sisa anggaran digunakan dalam rangka kesinambungan kegiatan-kegiatan yang 
dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri yang telah dialokasikan dalam DIPA 
Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2010. Luncuran sisa anggaran dicantumkan dalam APBN-P 
Tahun Anggaran 2011 dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 
2011. Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 14 Januari 2011 untuk 
dicocokkan dengan data realisasi pada KPPN. Dalam hal Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi 
Anggaran telah sesuai dengan data realisasi KPPN, Kepala KPPN Khusus Jakarta VI menandatangani 
dan menyampaikan Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran dimaksud kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran. KPA-PP menyampaikan Konsep DIPA-L 
PP yang telah ditandatangani kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan 
Anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK) paling lambat tanggal 31 Januari 2011. Pencairan dana 
yang tertampung dalam DIPA-L PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pencairan dana kegiatan yang dananya bersumber dari 
penerusan pinjaman luar negeri. KPA-PP bertanggung jawab hanya terhadap penyaluran dana. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 
November 2010. 

  - Lampiran: halaman 1-8. 

 


